
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kcdudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan 

Bermotor Pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Sarolangun; 

sebagaimana c. bahwa berdasarkan pertimbangan 

061/ 107 /SETDA.ORG-2.3/1/2018 Tanggal 15 Januari 

2018 tentang Persctujuan Pcmbcntukan Unit Pelaksana 
teknis Daerah Pada Kabupaten Sarolangun tahun 2018, 

sebagimana tercantum dalam lampiran rekomendasi urut 

VIII angka 2 (dual pada kolom 3 (tiga) dapat disetujui 
dibentuk UPTD dengan Tipelogi A; 

BUPATI SAROLANGUN, 

a bahwa bahwa untuk melaksanakan ketenruan Pasal 20 

ayat (3) Pcraturan Mcntcri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan 

dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarolangun 
tentang Pembenrukan Unit Pclaksana Tcknis Daerah; 

b. bahwa berdasarkan surat Gubemut Jambi Nomor ; S- 

Menimbang 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASl, TUGAS DAN FUNGSl 
SERTA TATA KERJA UNIT PEL.AKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJlAN 

KENDARAAN BERMOTOR PADA DlNAS PERHUBUNGAN 

KABUPATEN SAROLANGUN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 

NOMOR ll!. TAHUN 2018 

BUPATI SAROLANGUN 

PROVINS! JAMB! 

( l>l ~u, Pflli.Tllllt.'f 9UP t.nl 
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1. Uodang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang 
Pembeotukan Kabupatcn Sarolanguo, Kabupaten Tebo, 
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung 
Timur (Lembaran Negara RepubliJ< Indonesia Tahun 1999 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang 
Perubahao Atas Undaog-Undang Nomor 54 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten 
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung 
Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undaog Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 

3. Undang-Undaog Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republil< Indonesia Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerim:ab Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republil< Indonesia Nomor 5887]; 

S. Peraturan Oaerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Pembenrukan dan SUsunan Perangkat 
Oaerah (Lembaran Oaerah Kabupaten Sarolangun Tabun 
2016 Nomor 5) sebagaimana telab diubab dengan 
Peracuran Daerab Kabupaten Sarolangun Nomor IO 

tabun 2017 ten tang Perubaban Atas Peracuran Daerah 

,i.,l i PU\ATtlllAri OUP All] 

Me.ngingat 
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BAB! 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraruran Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Ka.bupaten adalah Kabupaten Sarolangun. 
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas 
oionomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otooomi seiuas-tuasnya 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesaruan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Uodang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 
3. Pemerintah Daerah adalah kcpala dacrah sebagai unsur pcnyelenggara 

Pcmerintahan Daerah yang mcmimpin pelaksanaan urusan pcmerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otooom. 

4. Bupati adalah Bupati Sarolangun. 
5. Wakil Bupati adalah \Vakil Bupati Sarolangun. 
6. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang sclanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerab yang berkedudukan sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

PADA DAERAH PENGWIAN KENDARAAN BERMOTOR 

DINAS PERHUBUNGAN. 

MEMlJI'USKAN : 

PERATURAN BUPATI TE:NTANG PEMBENTUKAN, 

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN 

FUNGS1 SERTA TATA KERJA UNJT PELAKSANA TEKNJS 

Menetapkan 

Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang 
Pcmbentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lernbaran 
Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 10); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 
tentang pedoman pembentukan dan klasifikasi Cabang 

dinas dan unit pelaksana teknis daerah; 
7. Peraturan bupati Nomor 82 tahun 2016 ten tang susunan 

organisasi, kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja 
Dinas Perhubungan; 

,11, •• l l'ElltJIIRllN 8Ul'Ail) 
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(I) Unit pelaksana teknis Daerab Pengujian Kendaran bermotor memiliki 
tipelogi A. 

BABIV 

SUSUNAN ORGANISASI 
Pasal 4 

BABIO 
KEDUDUKAN 

Pasal 3 
( l) Unil Pelaksana Tcknis Dacrah Pengujian Kcndaraan Bcrmotor merupakan 

unsur pelaksana tugas operasional/penunjang Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sarolangun. 

(2) Unit Pela.ksana Teknis Daerah Pengujian Kendaran Bermotor dipimpin 
oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Oaerab di bawab dan 
bertangung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal 2 
Dengan Peraruran Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengujian Kendaran Berrnotor (lJPTD-PKB) pada Dinas Perhubungan 
Kabupaten Sarolangun. 

1. Sekretaris adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun. 
8. Dinas adalah Dinas Perbubungan Kabupaten Sarolangun. 
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah 

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten 
Sarolangun. 

10. UPTD Pengujian Kendaraan bermotor atau UPTD PKB adalab unit yang 
bertugas pengujran kendaraan bermotor dan menyelenggarakan 
pemeliharaan fasilitas pengujian kendaran bermotor. 

11. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pclaksana Teknis Daerah pada Dinas 
Pcrhubungan Kabupatcn Sarolangun. 

12. Satuan Kerja yang disingkat dengan Satker adalab unit kerja non 
struktural untuk rnengangani, mengurus dan melakukan tugas-tugas unit 
pclaksana reknis dacrah guna mcndckatkan fungsi pclayanan kepada 
masyarakat. 

13. Koordinator adalah pimpinan satuan kerja yang membawahi wilayah dan 

bcrada dalam satu atau lcbih kecamatan. 

~~I Pf!ltJllll~I¥ BUPATI) 
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(I I UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai rugas pokok 
mcnyelenggarakan kcgiatan pengujian dan menyclcnggarakan kcgiatan 

pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor dalam daerah. 
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (!), lJPTD 

Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi: 
a. Menyusun rencana program kcgiatan pengujian kendaraan bermotor; 
b. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan teknis operasional atau 

kegiatan teknis penunjang dibidang Pengujian Kendaraan Bermotor; 
c. Pelaksana pelayanan, pengembangan dan pemeliharaan Pengujian 

Kendaraan Bermotor; 
d, Penyediaan infonnasi dan pengaduan Pengujian Kendaraan Bermotor; 
e. Pelaksanaan pengembangan SUmber Daya Manusia; 
f. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan keuangan UPfD Pengujian 

Kendaraan Bermotcr; 
g. Peningkatan pelayanan kepada masyaraka.t dibidang Pengujian 

Kendaraan Bermoror; 
b. Melaksanakan kegiatan pengelolaan pengujian kendaraan bermotor; 
i. Menyele.nggarakan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor dan 

kegiatan pemeliharaan fasilitas pengujian kendaraan bermotor. 

BABV 

TUGAS DAN FUNGSI 
Pasal 5 

(2) Tipelogi A pada UPTD-PKB memiliki strukrur sebagai berikut 
a. Kepala UPTD dengan eselon IVa/Pengawas; 
b. Kepala SUbbagian Tata Usaha dengan eselon IVb/Pengawas; 

c. Jabatan Fungsional; 
d. Satuan Kerja (satkcr). 

(3) UPTD-PKB dipimpin olch seorang Kepala UPTD yang bertanggungjawab 

langsung kepada Kepala Dinas Perltubungan Kabupaten Sarolangun. 
(4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala SUb Bagian yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab Kepada UPTD. 
(5) Susunan Organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tercantum 

dalam l..ampiran yang merupakan bagian yang tidal< terpisabk:an dari 
Peraturan Bupati ini. 

/1iJlltJI Pl l!Afl:RA/1 llUPAll) 
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(I J Kepala Unit Pelaksana Teknis Oaerah Pengujian Kendaraan Berrnotor 
mempunyai rugas memimpin, mengawasi, mengkoordinasikan 
pelaksanaan dalam merencanakan, melayani, menjamin kualitas pengujian 
serta pemeliharan peralatan, bahan dan dolrumcn pcngujian kcndaran 
berrnotor pada Oinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun. 

(21 Untuk menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat [I], 
KepaJa Unit Pelaksana Tcknis Daerah Pengujian Kendaraan Berrnotor 
mempunyai uraian rugas ; 
a. menyusun dokuroen perencanaan Unit Petaksana Tcknis Daerah 

Pengujian Kendaran Bermotor sesuai ketenruan berlaku sebagai bahan 
perumusan dokwnen perencanaan; 

b. roenyusun rancangan kcbijakan tcknis Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengujian Kendaraan Bermotor yang berpedoman kepada ketentuan 
yang berlaku sebegai bahan rumusan; 

c. mcnyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar 
pclayanan dan standar operasional prosedur Unit Pelaksana Teknis 
Dacrah Pcngujian Kcndaran Bennotor sesuai ketentuan berlaku sebagai 
pedoman pelaksanaan rugas; 

d, menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Unit Pelaksana 
Teknis Daerah Peogujian Kendaran Bermotor secara berjeojang sesuai 
ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan rugas, 

e, menyusun rencana kegiatan opcrasional Un.it Pelaksana Teknis Oaerah 
Pengujian Kendaraan Berrootor scsuai perunjuk pelaksanaan dan 
petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan kegiatao; 

f. melaksanakan kegiatan Unit Pelaksana Teknis Oaerah Pengujian 
Kendaraan Bermotor berpcdoman pada rencana kegiatan operasional 
sesuai sasaran yang telah ditetapkan; 

Bagian xesaiu 
Kepala UPTD 

Pasal 6 

j. Menyelenggarakan pengclolaan pcnyelenggaraan pengujian kendaraan 
bermotor dalam daerah; 

k. Memberikan rekomendasi rerhadap akreditasi dan sertifikasi pengujian 
oleh swasta; 

I. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas Jain yang diberikan 

oleh atasan sesuai dcngan tugas dan fungsinya. 

. il'l!lll:1 PfRAIIIRAII UUPAII) 
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Bagian Kedua 
Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 7 

11) Subbagian Tata Usaba mempunyai rugas dalam memimpin, 
mengkoordinasikan, mcmbina dan mengendalikan rugas-mgas pelayanan 
kesekretariatan yang mcliputi pcmbinaao dan pengawasan, 
peyelcngggaraan urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, 

surat-menyurat, kearsipan .. ekspedisi,. pengadaan, administrasi .. organisasl 
dan tala laksana rumah tangga, perlengk.apan. pcnyusunan program dan 
pelaporan. 

(21 Untuk melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (!), Sub 

bagian Tata. Usaha mempunyai fun,gsi: 

a. penyiapan, pengumpulan dan pengolabao/analisa bahan-baban 
penyusunan program pembinaan dan pengawasan, penyelenggaraan 
urusan keuangan, kepegawaian, kehumasan, hukum, surat-menyurat, 

g. melaksanakan penatausahaan meliputi perencanaan, penerimaan, 

penyimpanan, pemeliharaan, pcngelolaan, pendistribusian, monitoring 
dan evaluasi; 

h. melaksanakan fasilitasi teknis kepada pecugas di UPTD Pengujian 
Kendaraan Bermotor; 

1. mengendalikan pelayanan publik Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengujian Kendaraan Bermotor yang berpedoman pada ketentuan yang 
berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan: 

J· mclaksanakan cvaluasi kegjatan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pengujian Kendaran Bermotor sccara berkala untuk perbaikan kinerja 
yang akan datang; 

k. melaporkan pclaksanaan kegjatan Unit Pelaksana Teknis Daerah 
Pcngujian Kcndaraan Bermotor sesuai dokumen perencanaan yang telah 
ditctapkan scbagai bentuk pcrtanggungjawaban pelaksanaan rugas; 

I. membagj dan menyelia cugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku 

unluk kelancaran pclaksanaan tugas; 
m. melaksanakan penilaian prestasi kerja terhadap sasaran kerja pegawai 

dan pcrilaku kerja sesuai ketenruan yang berlaku sebagai cerminan 
kinerja bawahan; dan 

a. melaksanakan rugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dcngan 
rugasnya. 
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BABVI 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasal 10 
( I) Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Jabatan Fungsional diangkat dan 

diberbentikan Oleh Bupati. 

(21 Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana ayat (11 di atas dapat 
dilakukan oleh Bupati atas Usul Kepala Dinas Melalui Sekretaris Daerah. 

Pasal 9 
( l) Kdompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsiooal yang 

terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; 
(21 Setiap kclompok dipimpin oleh scorang tcnaga fungsional senior; 
(3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada 

ayat, I l), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 
sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Ketigp. 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 8 

Dilingkungan UPTD Pada Oinas Perhubungan dapat diterapkan Jabatan 
Fungsional tertentu sesuai f>eraturan f>erundang-undanga.n yang berlaku. 

kearsipan, organisasi dan tata laksana rumah tangga, perlengkapan, 
penyusunan program dan pelaporan 

b. mengelola surat-menyurat, meliputi kearsipan dan ckspedisi, pengadaan 
dan pendistn"busian; 

c. mempersiapkan perlengkapao rapai dao pelatihan; 

d. rnelaksanakan urusan nrmah tangga dan .kehumasan; 
e. melaksanakan administrasi kepada pelanggan/masyarakat; 
f. meogelota urusao administrasi barang/alar, perawatan dan 

pemeliba.raan baraog/alat inventaris; 
g. melaksanakan penyimpanan, pemeliharaan dan pend.istribusian 

dokumen yang terkait denga.n UPTD; 
h. mernberikan informasi kepada masyarakat dan pelayanan lainnya; 
i. melaksanakan rugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai 

dengan kewenangannya. 
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BAB VU 

TATAKERJA 

PasaJ 12 

\l) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian, 
Ke\ompok Jabatan Fungsional, satuan kcrja barus menerapkan prinsip 
koordinasi, intcgrasi, sinkronisasi dan simplifilcasi baik dalam lingkungan 
Organisasi maupun dengan Sawan Kerja Perangkat Daerah lainnya. 

BAB Vil 

SATUAN KERJA 

Pasal 11 

I LI Sacuan Kerja yang disingkat dengan Satker merupakan perpanjangan, 
perbantuan sebagai unit kerja non st:ruktural uncuk menangani, mengurus 
dan mclakukan cugas-tugas uni, pelaksana teknis daerah guna 
mendekatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Satuan kerja dapat membawahi beberapa wilayah kecamatan. 
13) P\mpinan pada saruan kcrja (satkcr) dima.ksud pada ayat I l) dapat 

dilakukan penunjukan oleh kepala Dinas Perbubungan melalui penctapan 
dcngan surat kcputusan. 

!41 Pimpinan Satkcr ditunjuk dari Pegawai Negeri Sipil fungsional 
umum/ pelaksanaj [ungsional tcrtentu. 

(5) Surat Keputusan minimal memuat tenta.08 Kosendran, Nama, NIP, Pangkat 
serta uraian cugas, 

(61 Pimpinan pada satker disebut dengan koordinator. 
17) Yang dapat ditunjuk sebagai koordinator satker minimal pangkat lebih 

tinggi setingkat/sarna dengan stat pada satker dimaksud. 
(8) Koordinator satker bertanggungiawab kepada Kepala Unit Pclaksana 

Teknis Oaerah Pengujian Kendaraan Bermotor. 
(9) Laporan Koordinator satker wajib disampaikan sebagai tembusan 

dan/ atau apabila diminta oleh Kepala Dinas Perhubungan. 
(10) Koordinator satker dapat dilaJrukan pergantian apabila dipandang perlu 

untuk dilakukan pergantian olch Kcpala Dinas Pcrhubungan. 

(3) Pengangkatan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 12) 
berpedoman pada kctentuan dan peraruran perundang-undangan yang 
berlaku. 

[1'.1iN1,1 i'ERATill!bll RU~lllJJ 
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SERITA OAERAH KABUPA'l'&N SAROIANGUN 'l'AHUN 2018 NOMOR 

-» 
THABRONIROZALl 

Oiundangkan di Sarolangun 
pada tanggal lb JlltJVA~ 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN, 

CEKENDRA 

Ditetapkan di Sarolangun 

Pada canggal (E, 3A>JU~~ 2018 

tBUPATI SAROLANGUN, 

~ 

Pasal 14 

Peratu.ran Bupati ini mulai berlaku pada canggal diundangkan. 

Agar seti.ap orang mcngctahuinya mcmcrintahkan penguodangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupatcn 
Saro Ian gun. 

Pasal 13 
Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peracuran Bupati Nomor 59 
Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 
Teknis Dinas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika 
Kabupaten Sarolangun (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 

Nomor 59), dicabut clan dtnyatakan tidal< berlaku. 

BABlX 

KETENTUAN PENUTUP 

(2) Seti.ap Pimpinan wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahan 

yang d.ipimpin dan apabila terjad.i penyimpangan segera mengambil 

Jangkah-langkah yang d.iperlukan sesuai dengan ketenruan yang berlaku. 
(3) Da.lam melaksanakan tugasnya satuan organisasi menerapkan petunjuk 

dan menyampaikan laporan kepada pimpina.n masing-masing dengan 
memperhaukan perunjuk teknis dan ketentuan yang berlaku, 



11 

CBK BNDRA 
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BUPATI SAROLANCUN, 

A 
TELA!! '>I! .El ITI KEBE~41lAl!!"Y.I 
o•.r:. ,;: . - -·r· :Aa/,GIU\l,1ICIN,~" i~ ~ - 

Garis Komando 

- - - - - - - - - - -:> Garis Koordinasi 

KEPALA 
i 
I 
~ ------------1 
I 
I I 
I 
I 
I SUB BAGIAN I 
I TATA USAHA I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

KELOMPOK JABAl'AN 
PUNGSIONAL 

BAGAN STRUKTUR ORGANlSASI 

UPTD PENGWIAN KENDARAN BERMOTOR 

TIPELOGI A 

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAROLANGUN 

NOMOR 18 TAHUN 2018 

TANGGAL l!. ~""~ 2018 
TENTANG 

PEMBENTUl<AN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANlSASl, TUGAS 

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOT PADA DINA$ 

PERHUBUNGAN KABUPATEN SAROLANGUN 


